


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi Daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam mengelola sumber-sumber ekonomi daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Sumber – sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lain - lain yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dengan demikian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Dina Anggraeni. 2010)
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Daerah  dan Pembangunan Negara Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang, untuk merealisasikan program pembangunan  tersebut  dibutuhkan  tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan  dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Musi Banyuasin berusaha untuk meningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah. 

Kabupaten Musi Banyuasin sangat memerlukan keberadaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh dalam menggali sumber pendapatan pajak daerah yang didalamnya terdapat Pajak Restoran, Pajak Penerangan jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Dimana selama ini Pajak Restoran, Penerangan jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Jumlah penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008-2017

	Tahun
	Anggaran
(Rp)
	Realisasi

(Rp)
	(%)

	2008
	148.000.000
	190.654.303
	128,8

	2009
	175.000.000
	393.148.423
	224,7

	2010
	310.000.000
	501.044.844
	161,6

	2011
	2.000.000.000
	4.264.149.537
	213,2

	2012
	4.610.000.000
	7.045.762.212
	152,8

	2013
	6.853.500.000
	9.193.941.230
	134,1

	2014
	8.905.000.000
	13.937.940.647
	156,5

	2015
	12.380.149.780
	14.577.259.409
	117,7

	2016
	20.504.990.000
	10.451.400.008
	51,0

	2017
	21.536.875.000
	12.089.693.001
	56,1


Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2008 – 2017 data yang diolah

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat selama tahun 2008-2017 jumlah realisasi penerimaan Pajak Restoran tertinggi terjadi ditahun 2009 yaitu sebesar 224,7 % dan terendah terjadi ditahun 2016 yaitu sebesar 51,0 % dari nilai anggaran yang ditetapkan.
Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008-2017

	Tahun
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	(%)

	2008
	1.375.000.000
	1.654.394.843
	120,3

	2009
	1.475.000.000
	2.763.993.947
	187,4

	2010
	2.250.000.000
	5.096.769.927
	226,5

	2011
	2.800.000.000
	5.067.367.072
	180,9

	2012
	4.600.000.000
	6.846.207.396
	148,8

	2013
	6.830.000.000
	8.291.350.311
	121,4

	2014
	8.207.400.000
	11.513.905.815
	140,3

	2015
	11.520.000.000
	12.123.227.749
	105,2

	2016
	13.500.478.531
	13.997.804.731
	103,7

	2017
	14.760.450.000
	16.088.526.601
	108,9


 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2008 - 2017 data yang diolah.
Berdasarkan tabel 1.2 terlihat selama tahun 2008-2017 jumlah realisasi  penerimaan pajak penerangan jalan tertinggi terjadi ditahun 2010 yaitu 226,5 % dan terendah terjadi ditahun 2016 sebesar 103,7% dari nilai anggaran yang ditetapkan
Tabel 1.3

Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008-2017

	Tahun
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	(%)

	2008
	1.500.012.000
	1.251.749.700
	83,5

	2009
	1.440.000.000
	1.924.497.503
	133,7

	2010
	1.445.000.000
	1.819.460.746
	125,9

	2011
	800.000.000
	1.755.455.566
	219,4

	2012
	1.200.000.000
	1.278.843.340
	106,6

	2013
	1.260.000.000
	1.429.539.316
	113,5

	2014
	1.430.000.000
	1.679.376.360
	117,4

	2015
	1.515.800.000
	316.020.744
	20,9

	2016
	675.000.000
	532.530.659
	78,9

	2017
	708.750.000
	917.065.982
	129,3


 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2008 - 2017 data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat selama tahun 2008-2017 jumlah kenaikan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tertinggi terjadi ditahun 2011 yaitu sebesar 219,4% terendah terjadi ditahun 2015 sebesar 20,9% dari nilai anggaran yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  tentang Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “Determinan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumya, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah :

1. Apakah Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan secara Simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Apakah Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin ?

3. Apakah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin ?

4. Apakah Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin ?
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan skripsi mengenai data-data yang terkait pada Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan secara Simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pemahaman, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan wawasan peneliti.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan membuktikan sejauh mana pengaruh Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya;

3. Bagi Pihak Lain

Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.
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